Menimbang

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan
Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan
dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh
Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam)
bulan setelah tahun anggaran berakhir;

. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang

Pertanggungjawaban  Pelaksanaan APBD Tahun
Anggaran 2016 telah mendapat persetujuan bersama
DPRD pada tanggal, 19 Juni 2017 dan telah dilakukan
evaluasi oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal
21 Juli 2017,

. bahwa Gubernur bersama DPRD telah melaksanakan

penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban  Pelaksanaan APBD Tahun
Anggaran 2016 sesuai hasil evaluasi Menteri Dalam
Negeri;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2016;



Mengingat

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1649);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang-

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor
009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Nomor 00753);



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RARKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2016 berupa Laporan
Keuangan yang terdiri dari :

Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2016;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2016;

Neraca per 31 Desember 2016;

Laporan Operasional per 31 Desember 2016;

Laporan Arus Kas per 31 Desember 2016;

Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2016; dan

g, Catatan atas laporan keuangan per 31 Desember 2016.

Mo Ao op

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan
Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik
Daerah/Perusahan Daerah per 31 Desember 2016.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a
sebagai berikut :

a. Pendapatan Rp. 3.875.554.164.669,06,-
b. Belanja Rp. 3.702.912.449.649.00,-
Surplus / defisit Rp. 172.641.715.020,06,-
¢. Pembiayaan
- Penerimaan Rp. 165.206.703,748,00,-
- Pengeluaran Rp. 54.959.800.000.00.-

Pembiayaan Netto Rp. 110.246.903.748,00,-

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai
berikut :

(1) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah
Rp. (167.226.666.669,06,-) dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran Pendapatan setelah
Perubahan Rp. 3.708.327.498.000,00,-
b. Realisasi Rp. 3.875.554.164.669,06,-
Selisih lebih / (kurang) Rp. (167.226.666.669,06,-)




(2) Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah
Rp. 113.328.052.140,00,- dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran Belanja setelah perubahan Rp. 3.816.240.501.789,00,-
b. Realisasi Rp. 3.702.912.449.649,00,-

Selisih lebih / (kurang) Rp. 113.328.052.140,00,-

(3) Selistih Anggaran dengan Realisasi Surplus/ Defisit sejumlah
Rp. (280.554.718.809,06,-) dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplus/Defisit setelah pernibahan Rp. (107.913.003.789,00,-)
b. Realisasi Rp. 172.641.715.020,06,-
Selisih lebih / (kurang) Rp. (280.554.718.809,06,-)

(4) Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah
Rp. 1.089.785.041.00,-) dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan

setelah perubahan Rp. 166.296.492.789,00,-
b. Realisasi Rp. 165.206.703.748,00,-
Selisih lebih / (kurang) Rp. 1.089.789.041,00,-

(5) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah
Rp. 40.200.000,00,- dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan

setelah perubahan Rp. 55.000.000.000,00,-
b. Realisasi Rp. 54.95%.800.000,00,-
Selisih lebih / {kurang) Rp. 40.200.000,00,-

(6) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayan Netto sejumlah
Rp. (279.505.129.768,06,-) dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran Pembiayaan Neto setelah

perubahan Rp.
111.296.492.789,00,-
b. Realisasi Rp. 110.246.903.748,00,-
Selisih lebih / (kurang) Rp. 1.049.589.041,00,-
Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (1) huruf b sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp. 158.726.023.789,00,-
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan
Pembiayaan Tahun Berjalan Rp. (158.726.023.789,00,-)
c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Rp. 282.888.618.768,06,-
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun
Sebelumnya Rp. _—
e. Lain - lain Rp. St
{. Baldo Anggaran Lebih Akhir Rp. 282.888.618.768,06,-
Pasal 5

Neraca, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf ¢ sebagai berikut :

a. Jumlah Aset Rp. 5.354.336.886.082,91,-
b. Jumlah Kewajiban Rp. 108.829.075.767,90,-
c. Jumlah Ekuitas Rp. 5.245.507.810.315,01,-



Pasal 6

Laporan Operasional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1} huruf d
sebagai berikut :

(1) Pendapatan - LO Rp. 3.873.643.805.607,19,-
a. Pendapatan Asli Daerah - LO Rp. 993.275.761.890,19,-
b. Pendapatan Transfer - LO Rp. 2.839.657.758.567,00,-

c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
Yang Sah- LO Rp. 6.871.462.150,00,-
(2) Beban - LO Rp. 3.347.897.926.078,07,-
a. DBeban Operasi - LO Rp. 2.945.157.868.105,48,-
b. Beban Transfer - LO Rp. 402.740,057.972,59,-
(3) Surplus/Defisit Rp. 525.745.879.529,12,-

Pasal 7

Laporan Arus Kas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk
tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut :

a. Saldo Kas awal per 1 Januari Tahun 2016 Rp. 157.270.341.282,00,~
b. Arus Kas bersih dari aktivitas operasi Rp. 767.020.344.951,06,-
¢. Arus Kas bersih dari aktivitas investasi

Aset Non Keuangan Rp. (645.879.634.785,00,-)
e. Arus Kas bersih dari aktivitas pendanaan Rp. 1.520.879.959,00,-
f. Arus Kas bersih dari aktivitas transitoris Rp. (656.531,00,-)
g. Saldo Kas akhir per 31 Desember tahun 2016 Rp. 282.860.205.043,06,-

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf {
sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal Rp. 4.414.424.648.908,47 ,-
b. Surplus/Defisit - LO Rp. 525.745.879.529,12,-
¢. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/
Kesalahan Mendasar Rp. 3035.337.281.877.41,-
- Lain-lain Rp. 305.337.281.877.41,,-
Jumlah Ekuitas Akhir Rp. 5.245.507.810.315,01,-
Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
huruf g, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos
Laporan Keuangan.




Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yang

terdiri dari :

a. Lampiranl
Lampiran [.1

Lampiran 1.2

Lampiran 1.3

Lampiran 1.4

Lampiran 1.5
Lampiran 1.6
Lampiran .7
Lampiran 1.8
Lampiran 1.9

Lampiran .10
Lampiran 1.11

Laporan Realisasi Anggaran;

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan
Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja
dan Pembiayaan;

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut
urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan
Kegiatan,

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk
keselarasan dan keterpaduan wurusan Pemerintahan
Daerah dan Fungsi dalam kerangka pengelolaan
Keuangan Negara;

Daftar Piutang Daerah;

Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah,;

Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset
Tetap Daerah,;

Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset
Lainnya;

Daftar Kegiatan-Kegiatan yang belum Diselesaikan
sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan kembali dalam
Tahun Anggaran berikutnya;

Daftar Dana Cadangan Daerah; dan

Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

b. Lampiran II Laporan Perubahan SAL;
c. Lampiran Il Neraca;
d. Lampiran IV Laporan Operasional;
e. Lampiran V Laporan Arus Kas;
f. Lampiran VI Laporan Perubahan Ekuitas;
g. Lampiran VII Catatan atas Laporan Keuangan.
Pasal 11
(1} Lampiran Laporan Keuangan berupa Laporan Kinerja BUMD/Perusahaan

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) tercantum dalam
Laporan Keuangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

(2) Lampiran Laporan Keuangan berupa lkhtisar Laporan Keuangan Badan
Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (2} tercantum dalam Laporan Keuangan dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur

tentang

Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2016 sebagai rincian lebih lanjut

dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2016.



Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tapnggal 28 Juld 2017
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Diundangkan di Kupang

pada tanggal 28 JuLi 2017
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VEMANUEL KARA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 00t

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR : (2/119/2017)



